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PENUTUP

Simpulan

Berdasar pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan,

maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Indonesia tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan

hukum WTO yang digugat oleh Uni Eropa yaitu article XI
GATT 1994 mengenai quantitative restriction. Hal ini
dikarenakan adanya tindakan pengecualian dalam hal ekonomi
yang membolehkan Indonesia melaksanakan pembatasan
kuantitatif apabila telah memenuhi dua syarat dalam article
XVIIl:4a GATT 1994 yaitu “can only support low standards of
living” dan “early stages of development”dimana kedua syarat
tersebut sudah dipenuhi oleh Indonesia. Selain itu kebijakan
Pemerintah Indonesia juga tidak melanggar prinsip-prinsip
umum yang dianut oleh WTO. Prinsip-prinsip umum WTO
yang meliputi perdagangan yang tidak diskrimintaif,
perdagangan yang bebas, persaingan yang adil, keterbukaan
informasi, dan semangat mendorong pembangunan pada negara
berkembang merupakan prinsip-prinsip yang dipenuhi dan
sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam

pengelolaan nikel yang berkaitan dengan ekspor.
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2. Dasar alasan (argumentasi) yang dapat digunakan Indonesia
untuk membenarkan kebijakannya tersebut sudah berdasar pada
Persetujuan WTO. Tindakan pembatasan ekspor nikel
dilaksanakan karena ingin meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan memerangi kemiskinan serta adanya
keinginan besar untuk terlepas dari ketergantungan yang
berlebihan pada produksi primer, sehingga diberlakukanlah
hilirisasi yang juga sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai
article XVIIl:4a sebagai pengecualian dalam hal ekonomi.
Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam
pengelolaan nikel yang berkaitan dengan eskpor tidak
bertentangan dengan persetujuan WTO. Persetujuan WTO yang
juga dicerminkan dalam prinsip-prinsip umum WTO sebagai
landasan filosif yang mengatur tentang perdagangan antar
negara anggota WTO yang antara lain meliputi perdagangan
yang tidak diskriminatif, perdagangan yang bebas, persaingan
yang adil, keterbukaan informasi dan semangat mendorng
pembangunan pada negara berkembang merupakan prinsip-
prinsip yang dipenuhi dan sesaui dengan kebijakan pemerintah
Indonesia dalam pengelolaan dan pemurnian nikel yang
berkaitan dengan ekspor, sehingga menguatkan posisi Indonesia
yang mengatur perdagangan nikel sesuai dengan persetujuan

WTO.
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Saran

Diplomasi dagang yang berdasarkan pada prinsip saling
menguntungkan dan berkeadilan perlu dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia secara intensif dan persuasif terhadap negara-negara Uni
Eropa, terutama negara yang selama ini merupakan pengguna utama
nikel dari Indonesia. Selain itu, pembuatan peraturan perundang-
undangan dalam bidang investasi pemurnian nikel yang atraktif bagi
investor dari Uni Eropa perlu dipertimbangkan agar negara-negara
tersebut berminat besar melakukan investasi di Indoenesia, dan nikel
tersebut dapat diekspor ke negara-negara bersangkutan sebagai bahan
baku industri lanjutan. Aturan yang dengan tegas menyatakan bahwa
nikel tetap diperbolehkan diekspor apabila telah melalui proses
pemurnian juga perlu dibentuk oleh Indonesia, sehingga negara-negara
pengguna nikel tidak merasa khawatir atas kelangsungan industri
mereka yang berbahan baku nikel. Selain itu, Pemerintah Indonesia
dapat menggunakan ketentuan yang ditetapkan dalam GATT Article
XVIIl:4a yang memberikan pengecualian terhadap pembatasan ekspor
apabila pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi
ketergantungan negara pada industri primer dan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi pada tahap pembangunan yang sedang
berlangsung di negara tersebut, sebagai argumentasi dalam rangka

menguatkan posisi mereka dalam panel yang sedang berlangsung
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